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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Selaku pengemban amanah rakyat, pemerintah dan badan legislatif haruslah 

memiliki tanggung jawab yang penuh kepada rakyat Indonesia untuk kemakmuran dan 

kesejahteraannya. Maka dari itu dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut, 

pemerintah haruslah membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan dengan berbagai 

programnya. Oleh karena itu pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat jika belum 

dapat memenuhi kebutuhan dasar akan rakyatnya, maka akan terjadi awal mula dari 

kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik. Sehingga, untuk 

mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya pemerintah terus membuat inovasi-

inovasi terbaru agar masyarakat hidup sejahtera. 

Pemerintah Indonesia akan terus memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. 

Dengan kekuasaan konstitusional, pemerintah memiliki hak mengawasi dan untuk 

mengatur masyarakat. Negara berkewajiban bertindak sebagai pelayan dan pengatur 

warga negaranya sehingga mereka dapat melindungi rakyatnya. Untuk memenuhi hal 

tersebut, pemerintah memberikan regulasi, perkembangan dan pelayanan dari berbagai 

sektor.  
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Pelayanan publik ialah semua pelayanan, termasuk berupa barang publik dan 

juga pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk mencukupi 

kebutuhan masyarakat dan juga untuk penegakan hukum dan aturan. Pelayanan publik 

yang prima adalah metrik dimana digunakannya untuk acuan diselenggarakannya 

layanan untuk melihat kualitas komitmen memberikan layanan cepat, berkualitas, 

sederhana, terukur dan terjangkau kepada masyarakat. Suatu lembaga dan instansi 

pemerintah kualitas pelayanan sudah dianggap baik, jika standar kualitas pelayanan 

mampu diterapkan oleh pemerintah. 

Layanan publik prima selalu diinginkan masyarakat dari aparatur negara, 

sekalipun persyaratan tersebut terkadang berbeda dengan yang terjadi, karena 

pelayanan publik yang selama ini terjadi bercirikan oleh faktor-faktor seperti 

kompleksitas, kelambatan, dan biaya yang mahal. (Mahsyar, 2016). Pelayanan publik 

dari pemerintah adalah wujud dari pelaksanaan aparatur negara untuk melayani 

masyarakat. Pelayanan public menurut AG. Subarsono didalam (Dwiyanto & Gunarsi., 

2005), merupakan dilaksanakannya rangkaian kegiatan aparatur negara dalam 

mencukupi kebutuhan dari masyarakat pengguna.  

Inovasi pelayanan publik adalah hal yang penting untuk pemerintah untuk 

melaksanakan desentralisasi. Sebuah inovasi yang juga dapat membantu untuk 

memberikan pelayanan publik yang baik adalah digunakannya teknologi informasi 

bagi penyelenggara aparatur negara dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan. E-

Government adalah suatu inovasi yang didapat dari dimanfaatkannya teknologi 
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infomasi yang digunakan instansi publik dalam meningkatkan pelayanan. Di Indonesia 

pelaksanaan E-Government aturannya terdapat di (Telekomunikasi, Media dan 

Informatika) atau Telematika di Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2001. Peraturan ini 

tentu memiliki fungsi dimana dalam hal ini adalah untuk mendukung pelayanan dengan 

penggunaan teknologi informasi yang pastinya dalam lingkup pelaksanaan good 

governance. Itu semua didukung oleh Kebijakan dan Strategi Nasional peningkatan E-

Government arahan dari Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yaitu  

untuk dibentuknya  pemerintahan  bersih, transparan, serta  sanggup menerima tuntutan 

perubahan secara optimal.  

Terciptanya jaringan komunikasi yang baik antara publik, pemerintah, dan 

swasta dalam rangka untuk memfasilitasi ruang dialog, layanan, dan juga transaksi 

adalah tujuan E-Government. Selain itu, E-Government juga memiliki tujuan lainnya 

yaitu agar memudahkan layanan publik dari otoritas diakses oleh warga, 

meminimalkan keluhan serta diharapkan untuk dapat memberikan kualitas layanan 

yang dapat menguntungkan semua warga.  

Inovasi sektor publik berbasis aplikasi ataupun juga E-Government sudah 

diterapkan hampir di seluruh aspek di organisasi sector publik di penjuru dunia. Artinya 

dalam hal ini menunjukkan bahwa pengunaan E-government di inovasi sektor publik 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sulit untuk dihindari akibat dari 

majunya teknologi canggih pada saat ini. 
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Hal tersebut dapat kita dilihat dari penelitian oleh De Vries, HA, Tummers, LG, 

dan Bekkers mengatakan “Di sini argumennya adalah bahwa TIK telah menjadi mana-

mana di sektor publik akhir-akhir ini dan sulit untuk memikirkan masalah publik atau 

layanan pemerintah yang tidak terlibat TIK dalam beberapa cara yang substansial 

(yakni, banyak inovasi, seperti layanan online untuk warga negara digerakkan oleh 

teknologi). Penggunaan teknologi yang luas ini, baik dalam proses implementasinya 

dan jasa, menjadikannya komponen penting dalam proses inovasi” (De Vries et al., 

2018). 

Banyak negara berkembang telah menerapkan aplikasi E-Government untuk 

menyampaikan layanan dan informasi kepada warganya melalui Internet. Seiring 

bertambahnya populasi, beberapa negara berkembang mencoba memfasilitasi situs 

web yang canggih dengan menyediakan banyak fitur untuk bekerja dengan cara yang 

lebih baik untuk membantu warga negara, pemerintah lain, bisnis, dan pengunjung web 

lainnya (Ali & Anwar, 2021). Itulah mengapa penulis tertaik untuk melakukan 

penelitian mengenai inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi ini.  

“Salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan publik 

yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang bertugas menyediakan pelayanan 

kepada masyarakat untuk pengurusan hal-hal seperti dokumen perjalanan, visa dan 

fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen, penyidikan dan penindakan lintas batas, kerja 

sama luar negeri dan sistem ke imigrasian lainnya” (Artiguna et al., 2014). 
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Masyarakat akan terus menginginkan pelayanan yang prima dari lembaga 

bertanggung jawab, namun seringkali tidak terdengar. Dalam prakteknya, pengelolaan 

pelayanan publik yang ada seringkali rumit, memakan waktu, juga melelahkan serta 

mahal. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tersebut menjadi 'penyedia' 

daripada penerima layanan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi fundamental sistem 

kepegawaian yang mengembalikan “pelayan” dan “dilayani” pada makna aslinya.  

Widyastuti dalam Nurmalasyiah (2016) mengatakan “Kementrian Hukum dan 

HAM RI menaungi bagian keimigrasian di Indonesia”. Yasonna H. Laoly sebagai 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatakan pelayanan 

publik akan terus ditingkatkan dengan selalu berupaya berinovasi meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat akan kemudahan dan kecepatan, cepat, aman dan 

nyaman. Meningkatnya kecepatan pelayanan publik didukung dengan hadirnya 

teknologi informasi kompleks. Pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat perlu 

menngunakan kemajuan canggihnya teknologi informasi untuk meningkatkan 

pelayanan dan mendukung puasnya warga negara terhadap pelayanan yang diberikan. 

Dengan majunya teknologi informasi saat ini pemerintah akan terus berupaya untuk 

selalu meningkatkan nilai tambah pada dalam pelayanan publik. 

Sesuai dengan berita yang dikutip dari REPUBLIKA.co.id berjudul Pembuatan 

Paspor di Imigrasi Palembang Meningkat 100 Persen, diakses pada tanggal 24 Oktober 

2022, Adep Yoenoes sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi 

Kelas I (TPI) Palembang menuturkan "Berdasarkan data pada Februari 2022
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permohonan pembuatan paspor tercatat 1.091 orang kemudian Maret meningkat 

menjadi 2.102 orang,". Dilihat dari berita tersebut, inovasi pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat seperti kemudahan, kecepatan, keamanan dan 

kenyamanan memang benar bahwa hal-hal tersebut itu sangat diperlukan salah satunya 

oleh akibat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

publik. 

Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang 

Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online di seluruh Indonesia dalam 

UU Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian adalah ditingkatkannya daripada 

pelayanan yang diberikan oleh pemerimtah baik untuk masyarakat Indonesia dan juga 

warga asing. Namun sekarang Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) 

sudah resmi ditakedown dari PlayStore dikarenakan sudah adanya aplikasi yang baru 

bernama M-Paspor. 

Sebagai pengganti aplikasi yang lama, aplikasi tersebut dapat digunakan oleh 

warga negara untuk pengurusan serta permohonan pembuatan paspor baru dan paspor 

pengganti dengan cara daring kepada kantor keimigrasian. Diterapkannya aplikasi M-

Paspor sebagai digantinya aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) 

sehingga membuat layanan lebih akuntabel, transparan, serta tepat waktu. 

Aplikasi M-Paspor mempunyai kelebihan daripada APAPO, karena di dalam 

penerapannya, masyarakat yang ingin membuat atau mengurus paspor bukan hanya 

bisa mengambil nomor antrian pelayanan paspor namun masyarakat juga bisa untuk 
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langsung melengkapi biodata dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Maka dari 

itu masyarakat tidak lagi diminta untuk membawa fotokopi berkas persyaratan jika 

ingin membuat atau mengurus paspor ke Kantor Imigrasi. Setelah mendaftar di aplikasi 

M-Paspor masyarakat yang ingin membuat atau mengurus paspor cukup datang dengan 

membawa berkas asli persyaratan. 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang bertugas menjalankan sejumlah fungsi 

dan tugas keimigrasian di Kota Palembang, khususnya dalam pelaksanaan aplikasi M-

Paspor. Oleh sebab itu, peran departemen imigrasi sangat penting contohnya Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Palembang kepada warga negara terkait dengan aplikasi 

pembuatan dan pengurusan dokumen perjalanan khususnya paspor untuk menyajikan 

layanan berkualitas serta prima. 

Gambar 1.1: Logo Aplikasi M-Paspor

              

Sumber: Internet https://bit.ly/3w6Ennc 

https://bit.ly/3w6Ennc
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Diterapkannya Aplikasi M-Paspor ini diharapkan bisa memberikan 

peningkatan di ruang lingkup pelayanan publik menjadi salah satu inovasi untuk 

mencukupi kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk mengakselerasi layanan publik 

yang didukung oleh teknologi informasi yang kompleks untuk membuat aplikasi ini 

bekerja secara efisien. 

Saat ini jika masyarakat ingin melakukan permohonan pembuatan atau 

pengurusan paspor baru, pemohon diwajibkan untuk melakukan pendaftaran melalui 

aplikasi terlebih dahulu. Namun ketika diterapkannya Aplikasi M-Paspor ini terdapat 

adanya beberapa hambatan dalam pengimplementasian dari Aplikasi M-Paspor 

tersebut.  

Melihat dari pengamatan dilapangan, banyak ditemukan masyarakat yang ingin 

membuat atau mengurus paspor tidak mengetahui tentang Aplikasi M-Paspor ataupun 

prosedur dan cara penggunaan Aplikasi M-Paspor tersebut walaupun sebenarnya pihak 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sudah mensosialisaikan mengenai aplikasi 

tersebut serta mengenai prosedurnya melalui media sosial yang dimiliki yaitu melalui 

akun media sosial kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Dapat dilihat dari banyak 

masyarakat yang kebingungan pada saat melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi 

tersebut walaupun sudah terdapat pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang 

yang membantu.  
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Selain itu, berdasarkan pengamatan di lapangan masih ditemukannya pelayanan 

yang bertele-tele seperti masih terdapat adanya pengisian formulir secara langsung dan 

juga masyarakat yang ingin melakukan permohonan pengurusan dan pembuatan paspor 

baru tetap diwajibkan untuk membawa fotocopy berkas asli seperti fotocopy KTP dan 

paspor lama jika ada walaupun sudah mendaftar dan juga sudah mengumpulkan berkas 

secara online di aplikasi M-Paspor. Salah satu publik figur yang bernama Soleh Solihun 

juga pernah membahas tentang masalah ini di salah satu akun media sosialnya yaitu 

twitter. Beliau mengatakan bahwa dalam pengurusan perpanjangan paspor walaupun 

sudah mengunggah berkas secara online, kita tetap harus membawa fotocopyan dari 

berkas yang kita unggah tersebut.  

Gambar 1.2: Cuitan Soleh Solihun Mengenai Aplikasi M-Paspor

 

Sumber: Internet Twitter https://bit.ly/3ZvosMC 

https://bit.ly/3ZvosMC
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Berikut ini komentar masyarakat mengenai aplikasi M-Paspor di Play Store 

dimana terdapat masyarakat yang berkomentar negatif dan juga masyarakat yang 

berkomentar positif mengenai aplikasi M-Paspor ini. 

Gambar 1.3: Komentar Masyarakat Mengenai Aplikasi M-Paspor di Play Store 

   

Sumber: Internet Play Store 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis menemukan bahwa pihak 

pemerintah melihat dan merespon kebutuhan masyarakat dengan inovasi untuk 

pelayanan publik. Oleh sebab itulah, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut 

dan mengambil judul “Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi (M-

Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang, di tetapkan pertanyaan berikut ini:  

1. Bagaimana penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi M-Paspor 

Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang? 

2. Apakah ditemukannya penghambat dalam penerapan aplikasi M-Paspor di 

kantor imigrasi kelas I TPI Palembang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

dilaksanankan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui tentang Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi M-Paspor Di 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang 

2. Mengetahui tentang adanya hambatan dalam penerapan aplikasi M-Paspor di 

kantor imigrasi kelas I TPI Palembang 

1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan agar memliki manfaat yang berguna untuk kedepannya dimana 

manfaat tersebut dibagi menjadi tiga manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis 

Untuk melengkapi dan mengembangkan serta mampu menambah ilmu dan 

gagasan serta mampu menerapkan teori yang dipelajari di bangku kuliah.  

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan tambahan manfaat serta wawasan bagi pemerintah kota 

Palembang juga menjadi dokumen informasi masyarakat untuk mengenal inovasi 

pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berbasis aplikasi M-

Paspor.  

3. Manfaat Akademik 

Manfaat bagi bidang akademik adalah diharapkan dapat menjadi dokumen 

kesusastraan, membantu perkembangan ilmu pengetahuan serta menyumbangkan 

pemikiran dalam bidang sosial, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

inovasi dalam utilitas. 
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